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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pada umumnya setiap negara di dunia memiliki tujuan yang sama, yaitu 
meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakatnya melalui peningkatan 
pembangunan ekonomi suatu negara. Menurut Sukirno (2006), menyatakan 
bahwa peningkatan kesejahteraan dapat diukur melalui laju pertumbuhan 
ekonomi atau kenaikan tingkat pendapatan nasional yang tinggi setiap 
tahun. 
Dalam suatu negara, indikator sebuah pembangunan ekonomi ditandai 
dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Secara agregat 
pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat dilihat dari pencapaian nilai total 
PDB (Produk Domestik Bruto) negara. Menurut Todaro (2006), terdapat 
tiga komponen penting pertumbuhan ekonomi yaitu:  pertama, akumulasi 
modal termasuk seluruh investasi baru yang ada pada setiap lahan, peralatan 
fisik dan keterampilan kerja, kedua, meningkatnya pertumbuhan jumlah 
penduduk akan meningkatkan juga pertumbuhan angkatan kerja, ketiga, 
kemajuan teknologi akan memberikan efisiensi dalam pekerjaan. 
Pembangunan ekonomi tidak hanya dapat diukur dari pertumbuhan 
ekonomi saja, melainkan dapat dipandang sebagai proses multidimensi 
yang mencakup berbagai aspek perubahan mendasar atas institusi-institusi 
nasional, sikap masyarakat, dan struktur sosial. Selain tetap mengejar 
akselerasi pertumbuhan, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan 
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pengentasan kemiskinan (Todaro, 2006). Secara singkat, pembangunan 
ekonomi dalam suatu negara bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat 
baik dari segi ekonomi maupun segi non-ekonomi. 
Pada tahun 2017 data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 
laju pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada angka 5,30%. Lajunya 
pertumbuhan daerah yang positif tersebut akan menunjang laju 
pertumbuhan ekonomi nasional yang positif juga. 
Tabel 1.1 
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah di Indonesia 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (Data diolah) 
Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa persentase pertumbuhan 
ekonomi tahun 2017 masih kurang merata. Tidak hanya pertumbuhan yang 
kurang merata, namun nilai Produk Domestik Regional Bruto per kapita 
juga sangat timpang. Jika diamati Pulau Sulawesi pada tahun 2017 memiliki 
nilai PDRB per kapita sebesar 603.448,78 artinya ketiga terendah setelah 
Pulau Bali, Nusa Tenggara dan Pulau Maluku, Papua sebesar 302.397,30 
dan 280.695,91. 
Pulau Sulawesi sebagai penyumbang perekonomian Indonesia 
memiliki nilai pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 sebesar 6,99%. 
Persentase tersebut sudah cukup tinggi dibandingkan dengan persentase di 
Wilayah 
PDRB per kapita Pertumbuhan 
(Dalam Miliar Rupiah) Ekonomi 
2016 2017  Tahun 2017 
Sumatera 2.045.313,11 2.133.222,80 4,30% 
Jawa 5.568.313,87 5.884.139,79 5,67% 
Bali dan Nusa Tenggara 291.529,33 302.397,30 3,73% 
Kalimantan 808.092,72 843.117,68 4,33% 
Sulawesi 564.027,13 603.448,78 6,99% 
Maluku dan Papua 264.294,18 280.695,91 6,21% 
Indonesia 9.541.570,34 10.047.022,26 5,30% 
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wilayah lainnya. tetapi besarnya persentase tersebut permasalahan ekonomi 
masih tersisa, yaitu timpangnya distribusi pendapatan yang ditunjukan oleh 
Produk Domestik Regional Bruto per kapita. 
Tabel 1.2 
Produk Domestik Regional Bruto per kapita ADHK 2010 
 
 
 
    
 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) 
Provinsi Sulawesi Selatan Pada tahun 2016 dan 2017 adalah Provinsi 
dengan PDRB per kapita tertinggi yaitu sebesar 288 juta rupiah sedangkan 
Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara dengan masing-masing 
total PDRB per kapita sebesar 97 juta dan 83 juta rupiah. Berikut disusul 
tiga provinsi dengan PDRB per kapita terendah yaitu Provinsi Sulawesi 
Utara, Barat dan Gorontalo dengan masing-masing sebesar 79 juta, 29 juta 
serta 25 juta rupiah. Data ini menunjukkan bahwa pencapaian penyumbang 
perekonomian Pulau Sulawesi terhadap negara kurang merata.  
Perbedaan pendapatan antar Provinsi diikuti dengan Indeks Gini yang 
cukup tinggi di beberapa provinsi. Tercatat rata-rata ketimpangan 
pendapatan di Indonesia pada September 2017 sebesar 3,91%. 
Dibandingkan dengan angka Gini Ratio Nasional terdapat 9 provinsi dengan 
angka  Gini Ratio  melebihi rata-rata, di antaranya yaitu: Provinsi Jawa 
Barat 3,93%, Sulawesi Utara 3,94%, Papua 3,98%, Sulawesi Tenggara 
Provinsi 
PDRB PK ADHK 2010 
(Dalam Jutaan Rupiah) 
2016 2017 
Sulawesi Utara 74.771.066 79.495.314 
Gorontalo 23.507.623 25.092.731 
Sulawesi Barat 27.524.767 29.361.959 
Sulawesi Tengah 91.053.054 97.551.644 
Sulawesi Selatan 269.423.091 288.908.623 
Sulawesi Tenggara 77.747.545 83.038.496 
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4,04%, Gorontalo 4,05%, DKI Jakarta 4,09%, Jawa Timur 4,15%, Sulawesi 
Selatan 4,29% dan Daerah Istimewa Yogyakarta 4,40%. Sementara Gini 
Ratio terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung sebesar 2,76%. 
Terdapat 4 provinsi di Pulau Sulawesi yang memiliki Indeks Gini melebihi 
rata-rata Nasional yaitu di antaranya Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi 
Tenggara dan Sulawesi Utara.  
Masalah lain yang dimiliki Pulau Sulawesi yaitu Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT). Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks 
karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 
saling berhubungan. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi 
maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan 
kemiskinan (BPS). Tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara 
memiliki angka sebesar 7,18% dan Sulawesi Selatan 5,61%. Angka tersebut 
melebihi total tingkat pengangguran nasional yang hanya sebesar 5,50%.  
Tingginya tingkat pengangguran yang terjadi di beberapa Provinsi, 
menjelaskan masih terdapat faktor produksi yang belum digunakan secara 
optimal dalam menunjang pembangunan. Seiring dengan rendahnya 
partisipasi tenaga kerja akan berdampak tidak hanya pada kesejahteraan 
masyarakat saja, tetapi juga pembangunan daerah. Pembangunan daerah 
yang terhambat tentu akan mempengaruhi pembangunan nasional secara 
menyeluruh. 
Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah Pasal 1 ayat 7 dan Undang-undang No. 33 tentang Perimbangan 
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Keuangan Antar Pusat dan Pemerintahan Daerah. Desentralisasi sebagai 
penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Barzelay (dalam Hadi, 
2009) peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan ruang bagi 
masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan merupakan tujuan 
otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal. 
Penerapan sistem desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah 
merupakan kebijakan yang dipandang sebagai usaha mewujudkan 
pembangunan yang merata. Sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan 
desentralisasi adalah besarnya nilai derajat desentralisasi fiskal pada suatu 
daerah. Derajat desentralisasi fiskal dapat menggambarkan kemampuan 
daerah dalam mengelola keuangan dan kemandirian daerah. 
Pada tahun 2017 Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki Indeks Gini 
yang cukup tinggi juga merupakan provinsi dengan derajat desentralisasi 
fiskal tertinggi yaitu sebesar 4,29% dan 41,84%. Sementara 5 provinsi 
lainnya memiliki derajat desentralisasi fiskal sebesar: Sulawesi Utara 
30,27%, Sulawesi Tengah 25,55%, Sulawesi Tenggara 20,98%, Gorontalo 
19,46%, dan Sulawesi Barat 16,49%. 
Pencapaian Desentralisasi yang tidak merata mengindikasikan bahwa 
permasalahan tersebut turut berperan dalam terjadinya ketimpangan 
distribusi pendapatan di Pulau Sulawesi. Adapun bentuk dari hubungan 
tersebut perlu diteliti lebih lanjut, apabila aspek-aspek tersebut mampu 
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membawa kebaikan dalam pengurangan ketimpangan pendapatan, maka hal 
ini dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan. Berdasarkan dari 
penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti “Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Provinsi di 
Pulau Sulawesi Dalam Kurun Waktu Tahun 2010-2017". 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat di 
simpulkan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Berapa besar ketimpangan distribusi pendapatan antar provinsi di 
Pulau Sulawesi tahun 2010-2017? 
2. Bagaimana pengaruh PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka, 
dan derajat desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan distribusi 
pendapatan antar provinsi di Pulau Sulawesi tahun 2010-2017? 
C. Batasan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis membatasi 
penelitian ini ke dalam tiga faktor ekonomi dan non ekonomi yang 
mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan antar provinsi di Pulau 
Sulawesi selama tahun 2010-2017. Masalah yang akan diteliti dibatasi 
pada PDRB per kapita yang menunjukkan tingkat kesejahteraan 
masyarakat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Derajat 
Desentralisasi Fiskal yang menggambarkan kemandirian fiskal suatu 
daerah. 
7 
 
 
D. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Menganalisis besarnya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan 
antar provinsi di Pulau Sulawesi selama tahun 2010-2017. 
2. Menguji dan menjelaskan pengaruh PDRB per kapita, tingkat 
pengangguran terbuka, dan derajat desentralisasi fiskal terhadap 
ketimpangan distribusi pendapatan antar provinsi di Pulau Sulawesi 
selama tahun 2010-2017. 
E. Manfaat Penelitian 
 Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat praktis dan teoritis di antaranya: 
1. Manfaat praktis 
 Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi 
bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan-
kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan agar kesejahteraan 
masyarakat meningkat. 
2. Manfaat teoritis 
 Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan 
khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan serta 
sebagai sumber referensi bagi penelitian pada bidang yang sama. 
